RUU TENTANG PENGEMBANGAN DAN
PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN
(OMNIBUS LAW)

AKD: RUU TENTANG PENGEMBANGAN DAN
PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN
(OMNIBUS LAW)

Bulan: Maret 2021

Oleh:

GAMBAR

PERPUSTAKAAN
DPR RI

Telepon : (021) 5715876, 5715817, 5715887
Fax : (021) 5715846
e-mail: perpustakaan@dpr.go.id
Web: perpustakaan.dpr.go.id




Paket informasi Terkini
RINGKASAN PERPUSTAKAAN DPR RI

Diusulkan pada tanggal 17 Desember 2019
Disiapkan oleh Pemerintah

Tahap Awal

PEMERINTAH telah menyelesaikan draf Rancangan Undang Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor
Keuangan. Pengambil kebijakan tinggal menunggu kesiapan DPR untuk membahas RUU tersebut.

RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan diusulkan oleh pemerintah bersama DPR pada 17 Desember
2019 dan kemudian dirancang oleh pemerintah.

RUU itu kemudian disepakati untuk masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2021. Dus, Sri
Mulyani mengharapkan pembahasan RUU dapat dilakukan sesegera mungkin agar bisa diimplementasikan di Tanah Air.

RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan akan mengatur hal-hal yang komprehensif terkait reformasi,
pengembangan, dan penguatan sektor keuangan sebagai penyempurnaan regulasi, penataan kewenangan, penguatan
koordinasi, dan mekanisme penanganan sektor jasa keuangan. Oleh karenanya, aturan tersebut akan merevisi sejumlah
undang-undang terkait sektor keuangan, seperti UU Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga
Penjamin Simpanan (LPS).

Sumber: https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/384179/ruu-pengembangan-dan-penguatan-sektor-keuangan
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